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Abstrak
Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi
organisasi publik termasuk organisasi pemerintah. Oleh karena itu
pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah (birokrasi
pemerintah) harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik.
Pemenuhan terhadap kepentingan publik secara substantif sudah
selayaknya memperhatikan  kualitas pelayanan yang diberikan
agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan
positif terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh aparatur
pemerintah tersebut. Namun dalam realitanya masalah pelayanan
publik dilingkungan pemerintahan sudah lama menjadi pusat
perhatian masyarakat seiring banyaknya kasus pelayanan publik
yang dianggap kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ini mengisyaratkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan
pemerintah belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi
masyarakat. Pelayanan yang berbelit-belit, in-efisiensi, lambat,
tidak ramah serta tidak jelasnya waktu penyelesaian dan tidak
jelasnya biaya pelayanan merupakan bukti nyata bahwa kualitas
pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah masih rendah dan
pelayanan publik belum berkualitas. Beberapa faktor penyebab
belum berkualitasnya pelayanan publik adalah faktor SDM
aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja
organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi
informasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategi pelayanan,
kepemimpinan yang transaksional, struktur organisasi yang
adaptif, perilaku organisasi yang koruptif, lemahnya implementasi
kebijakan, belum diterapkannya prinsip good governance dan
komunikasi birokrasi.
Kata Kunci : Pelayanan Publik dan Birokrasi Pemerintahan.
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Diantaranya adalah faktor
Sumber Daya Manusia (SDM).
Asropi (2008),  “Persoalan
utama dalam pelayanan publik
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menyangkut komitmen
pimpinan, kualitas dan
moralitas SDM, serta sistem
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